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rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berda
" : sark
bebas, rahasia, jujur, dan adil; an asas langsung, umum,

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
g Nomor 12 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
yat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;

Undang-undan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4310) ;

-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ge':)daagna?ntl‘ana tzlah diubah dengan Undang-undang_ Nomor 12 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti !Jndang-undang Nomor
3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indon_esna Tahun 20(?5 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

lenggara Pemilihan
ndang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penye
grr:g:ar:g .gembagran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Eﬁ?{ﬂ E E_Mgr{@gﬂuesia Nomor 4721);
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

stusan inf yang dimaksud dengan :

pemilihan Umum Kepala Daerah yang selani '

il Kepala Daerah adala Jutnya disebut pemili

Wakil Kep h sarana pelaksanaan kedaulatar? rakl;gt? Ziuvil?ltaj?a:el’pala et
rovinsi Bengkulu

herdasarkan Pancasila dan Undang-undan

" Dasa ;

~emilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala gaerahrdli\jg?g\c;zeé)::h: }ndonesia Tahun 1945 untuk
gKuiu,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkul

& e U yang selanjutnya diseb insi .
$err:nhha2r(1) 0l:amtumt Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalaLrjr: 'EJ‘:\% Provinsi adalah Komisi
P:muer;intahan egazngthrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3§n_g';_;lil13dar218 oo
e Unda:\ag -unggngn\?:&i-unﬁngl Nomor 22 Tahun 2007 yang di%eri Oxeﬁfgrfi?\g
Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu.ye CRQaareien, Pealiinan L Kapala Daerch dan

Panitia  Pemilihan Kecamatan, Panitia Pem

_ ungutan Suara, dan Kelompok P
Esgwr:ngultan Suarg yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KP'PS adalah pelgksanaeggrﬂﬁggg::
o alam pemilihan pada Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Tempat Pemungutan

Sin;?ntau Pemilihan Umum adalah pelaksana pemantauan pemilihan Umum Kepala Daerah dan
akil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh

akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

an dengan kegiatan memantau penyelenggaraan
dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

ibentuk oleh BAWASLU yang
emilihan umum Kepala Daerah

gemg_ntauan adalah hal-hal yang berkait
emilihan Umum pada setiap tahapan yang

Panitia Pengawas adalah Pengawas pemilinan umum yang d
?elakuka?n pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan p
an Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu:

giatan dalam rangka

a disebut kampanye adalah ke
n calon.

Kampanye e 7
pemilihan umum yan selanjutny
ks ] isi, misi, dan program pasanga

menyakinkan para pemilih dengan menawarkan v

Akreditasi ad : =2 mantauan kepada pemanta
aish peeerian 0 FL h Komisi Pemilinan Umu

memenuhi persyaratan yang ditetapkan ole
prinsip dasar etika

u Pemilihan umum yang telah
m Provinsi Bengkulu.

pemantauan yang harus dipatuhi oleh

(:) e i . .
—‘.,.GL Etik Pemantau adalah prinsip-
“tMantau pemilihan umum.

jdih.kpu.go.id/bengkulu



BAB II
SYARAT-SYARAT PEMANTAU

Pasal 2

pemantau pemilihan umum dapat dilakuka

n ol s : .
lembaga swadaya masyarakat dan badan h oleh pemantay pemilihan umum yang meliputi :

ukum dalam negeri.

»y  pemantau Pemilihan umum harus oy P4
7 4. bersifat independen; ,

b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c. memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

(1) Pemantau pemilihan umum wajib Menyampaikan laporan hasil pemantauannya pada Komisi

pemilihan Umum  Provinsi Bengkulu paling lambat 7 (tus ' '
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 9 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala

(2) Pemantau pemilihan umum wajib mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemantau Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempunyai tujuan
berkesesuaian dengan asas Pemilihan umum yang demokratis.

 BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU
. Pasal 5

(1) Pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu.

(2) Pemantau mengembalikan formulir pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Bengkulu dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :

a. jumlah anggota pemantau; _

b. alokasi anggota pemantau masing-masing daerah;

C. daerah/wilayah yang ingin dipantau;

d. nama, élamgt, gan gpekgerjaa:: anggota Pemantau beserta 2 buah pas foto terbaru ukuran

4x6;

€. sumber dana.
) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu meneliti dan memberikan perfjemjzaln kﬁpada
| Pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam I??Eai ikrzgitaiie i

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dengan memberikan Sertifika :

Dalam melaksanakan tugas pemantéuan setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai
“artu Tanda Pengenal Pemantau. 3
na dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), Komisi

melaksanakan tugas Sebaggia",;:t membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

an Umum Provinsi Bengku idih.kpu.go.id/benakulu
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BAB vV
LARANGAN DAN SANKS]

Pasal 8

Atay Pemilinan umum dilarang ;

melakukan Provokas! yang secara langsung dapat mempengaruhl dan mencampuri hak dan
wewajiban penyelenggara Pemilihan umurm serts hak i V‘?'Wb)iban pemllih"nca P ;
melakukan pemantauan yang INengganggu falannya pelaksanaan Pemilihan umum;
menunjukkan sikap dan perilakuy yang memihak kepada Peserta Pemilihan umum: ’
ml-:n'_)g')ﬂ””’“ seragam, warna atay atribut (ain y

o i yang memberi kesan mendukung atau menolak
peserts pemilihan;
menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan umum;

encampurl dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak van
:,{:,,.m., dan peserta Pemilihan umum P yang berwenang dalam Pemilihan

menyentuh  periengkapan/alat  Pemilihan umum terma
petugas pemilihan umum,

membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
berkomunikasl dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi

suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya
proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam billk pemberian suara;
menyampalkan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan
umum;

melakukan keglatan laln selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan umum.

Suk surat suara tanpa persetujuan

Pasal 9

Pemantau Pemilihan umum yang melanggar larangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 9
dicabut haknya sebagal Pemantau Pemilihan umum,

Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan umum sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
Komisl Pemilihan Umum Provinsl Bengkulu wajib mendengarkan penjelasan pemantau pemilihan
umum,

Komisl Pemiliban Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Keputusan pencabutan hak sebagal
pemantau pemilihan umum, terhadap pgcmantau pemilihan umum yang melanggar larangan.

pemilihan tidak
P telah dicabut haknya sebagal pemantau pemilihan,
ﬂ% mg::‘oﬂn Y:t?lgut pemantau pemilihan umum dan melakukan keglatan yang

ada hubungannya dengan pemantau pemilihan umum,

: w pasal 10

slam melaksanakan tiap anggota
. a8 pemantau pemllihan umum, se
wijlb memakal kartu bndtggpcn::ml pemantau pemilihan umum.

Kty tanda pengenal pemantau pemilihan umum diberikan oleh Komls

Provinsi bengkulu
mentaatl dan mematuhl semua ketentuan yang

zﬂhnm mhan u"n's:.f:\' .?m m:fjr'!g::hltlkan kode etik pemantau pemllihan umum.
n pem |

lembaga pemantau

[ Pemllihan Umum

jdih.kpu.go.id/bengkulu



-+mat Kartu Tanda Penge
ol

nal Pemantg, dit
etapkan - -
Bengkulu. P oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan umu
perkewajiban mentaati dan mematuhi S€gala ket
pemilihan Umum Provinsi Bengkuly Yang berkaitan d

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adj. an pelaksanaan Pemilihan umum yang
BAB 1V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAY

Pasal 6

pemantau pemilihan umum mempunyai hak:

mendapatkan akses di seluruh wilayah pe

undangan;
mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

mengamati dan mengumpulkan informas; jalannya proses penvyel ili
dari tahap awal sampai akhir: ¥ Penyelenggaraan Pemilihan umum

berada di Tempat Pemungutan Suara Pada hari pemungutan suara d ;
: an memantau jalannya
proses pemungutan Qan penghltungan Suara sesuai dengan ketentuan; . :

milihan umum sesuai dengan Ketentuan Perundang-

berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan umum; dan
melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan umum;

Pasal 7

Pemantau pemilihan umum mempunyai kewajiban:

=

mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan umum ;

mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu
atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan
dlasan keamanan;

Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas
Pemilihan umum; :

menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil
pemlihan i yelenggara Pemilihan umum serta
menghormati peran dukan, dan wewenang pen 3

Menunjukkan gi‘l:a?) al'::)'rrr':aetd udan solpan kepada penyelenggara Pemilihan umum dan kepada
pemilih; | ol

Melaksana i pemantau secara tidak berpihak dan objektif; : :
rnemastika'r(\ag:ﬁ\:gnaigg%?ns;?aygaangp dikumpulkan, dan laporannya disusun secara sistematis,

akurat, dan da ifikasi: . N
Melaporkan seﬁ:arzgil\:zgifli pa:rlr'\antauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

jdih.kpu.go.id/bengkulu






